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BUPATI PINRANG 
PROVINS! SUU.WESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR 4o TA\.\UIJ �;l3 

TENT ANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH 
KABUPATEN PINRANQ TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PJNRANG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat {2) 
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) 
Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah aebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - 
Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupa.ten PinrangTahun 2024; 

I Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembanm 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 
1822; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahllil 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005 - 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700) aebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistern Keumgan untuk Penanganm Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 {Covid-19) dm/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional clan/at.au Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahani 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebega:imana telah diubah dengan Undang - 
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndoneaia 
Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), seba.gaimana 
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang 
Perangkat Oaerah (Lemba.ran Negara. Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 58881 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 
2019 tentang Perubahan Ataa Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Pera.turan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkn:misa.si Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 
Pertiaipasi Masyarakat Dalam Penyelengg.araan 
Pemelintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

JO. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

11. Peraturan Preaiden Republik Indonesia Hornor 18 Tahun 
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembanln Negara Repub!ik 
Indonesia Tahun 2020 nomor 10); 

12. Peraturan Menteli Oal;am Negeri Nomor 81 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2023 (Serita Negara Republik lndonesia4 
Tahun 2022 Nomor 690); V 
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13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provin81 Sulawesi Selatan Tahun 2008- 
2028 (Lemba.ran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Sela.tan 
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2831; 

14. Peraturan Daerah Provinai Sulawesi Selatan Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 
- 2023 (Lembaran Oaerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2019 Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan 301 ) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Oaerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor I Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Provinsi Sulaweei Selatan Nomor l 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinai Sulawesi Selatan Tahun 2018 
- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2021 Nomor I, Tambahan Lembaran Oacrah 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314); 

15. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 
2024·2026 (Serita Daerah Provinai Sulawesi Selatan 
Tahun 2023 Nomor 13); 

16. Peraturan Oacrah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 
2009 tcntang Rencana Pembangunan Jangk.a Panjang 
Daerah (RPJPO) Kabupa.ten Pinrang Tahun 2009-2029 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Plnrang Nomor 3 tahun 2018 tentang 
Perubahan Pera.turan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 
1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPOj Kabupaten Pinrang Tahun 
2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Piruang Tahun 
2018 Nomor 3); 

17 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2012·2032 (Lembaran Daerah Kabupe.ten 
Pinrang Tahgun 2012 Nomor 14) Sebagaimana tclah 
diubah dengan Peraturan Oaerah Kabupaten ptinrang 
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabltpaten Pinrang Tahun 2022 - 204 l 
(Lcmbran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 
3); 

18 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Oaerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2019 Nomor 8) aebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor I 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dacrah 
Ka bu paten Pin rang Nomor 8 Tahun 2019 ten tang � 



Rencana Pembangunan Jangka. Menengah Dacrah Tahun 
2019-2024 (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 
2021 Nomor 1) 

19. Peraturan Dacrah Kabupa.ten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat 
Dacrah (Lcmbaran Daerah Kabupatcn Pinrang Tahun 
2020 Nomor 6); 

MEMUTIJSKAN : 
Menetapkan PERATIJRAN BUPATI TENTANO RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANO PINRANO 
TAHUN 2024 

BAB I 
KETENTIJAN UMUM 

PaBal I 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimakaud dcngan : 
1. Dacrah adalah Kabupatcn Pinrang. 
2. Pemcrintah Daerah adalah Bupati acbaga.i Unaur 

Penyclcngpra. Pemerintahan Dacrah yang memimpin 
Pelaksanaan Urusan Pemcrintahan yang mcnjadi 
Kcwcnangan dacrah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
4. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang aelanjutnya 

diaingkat DPRD adalah Lcmbaga Pcrwakilan Rakyat 
yang berkedudukan sebagai unsur pcnyclcnggara 
pcmer:intah dacrah. 

5. SckretJlr:ia Dacrah adalah SckretJlr:ia Daerah 
Kabupaten Pinrang. 

6. Badan adalah Badan Perencanaan Pcmbangunan, 
Penclitian clan Pengcmbangan Oacrah Kabupaten 
Pin rang 

7. Kepala. Badan adalah Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan, Pcnelitian dan Pengcmbllngan Daerah 
Kabupaten Pinrang. 

8. Pcrangkat Dacrah adalah unsur pcmbe.ntu Kepala 
Oacrah dan DRPD dalam Penyclcnggaraan Urusan 
Pemcrintahan yang menjadi kewcnangan Dacrah. 

9. Rencana Kerja Pemer:intah Daerah yang aelanjutnya 
diaingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan 
Pemcr:intah Dacrah untuk pcriodc I (Satu) Tahun. 

IO. Rencana Strategis Perangkat Dacrah yang aelanjutnya 
diacbut dcngan Renatra Perangkat Daerah adalah 
Dokumcn Percncanaan Perangkat Daerah untuk 
Per:iode 5 (lima) Tahun. 

11. Rcncana Kcrja Pcrangkat Daerah yang aclanjuUlya 
diacbut Renja PD adalah Dokumcn Pcrcncanaan 
Perangkat Dacrah untuk pcriode I (satu) Tahun. 

12. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah yang 
aelanjutnya diaingkat APBD adalah rcncana kcuangan 
tahunan pcmerintahan dacrah yang diactujui oleh 
DPRD. 

13. Kcbijakan Umum Anggaran Pcndapatan clan Bclanja 
Dacrah yang aelanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumcn yang memuat kcbijakan bidang pcndapatan, 
bclanja, dan pcmbiayaan serta aaumsi yang 4 ,mendasarinya untuk pcriodc I (aatu) tahun. 
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14. Prioritae dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas 
dan patokan batas makaimal anggaran yang dibenkan 
kepada Pcrang.kat Daerah untuk setiap program 
sebagai acuan dB.lam penyusunan rmcana kerja dan 
anggaran Satuan Kerja Pcrangkat Daerah. 

BAB II 
MAKSUD DAN TI.JJUAN 

Pa,aJ2 
II) RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk mewujudkan 

ainergitaa antara perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar 
wilayah, antar usruaan pembangunan, dan antar 
tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan 
efektivitaa alokasi sumber daya dalam pembangunan 
daerah. 

12) RKPD Tahun 2024 bertujuan untuk : 
a. Menjadi a.cuan bagi aeluruh pelaku pembangunan 

dalam menetukan prioritas program dan kegiatan 
tahun 2024; 

b. Menjamin keterkaitan dan konsistenai antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksa.naan, dan 
pengawasan; 

c. Sebagai instrument dalam melakukan valussi 
kinerja penyelengga.raan pemerintahan daerah; 
d= 

d. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan 
Daerah. 

BAB III 
PERENCANAAN 

Pas.al 3 

tidak 

1 

e. BAB V 

II) RKPD Tahun 2024 merupakan Ookumen Perencanaan 
Pembangunan Oaerah Kabupaten Pinrang untuk 
Tahun 2024 yang dimulai dari Bulan Januari 2024 
da.n berakhir pada bulan Desember 2024. 

t2) RKPD sebagaimana dimakaud pada ayat (I), diausun 
dengan siatematika seba.gai berikut : 
a. BAB I PENOAHUWAN; 
b. BAB lI GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; 
c. BAB Ill KERANOKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEUANOAN DAERAH; 
d. BAB IV SA.SARAN DAN PRIORITAS 

PEMBANOUNAN DAERAH; 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
PEMBANOUNAN DAERAH; 

t. BAB VI KINERJA PENYELENOGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH; 

g. BAB VII : PENUTI.JP. 
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 

dari satu dokumen yang eebagaimana tcrcantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

• 



Pa,al. 
(I) RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Pinrang 2019- 2024. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11 menjadi 
pedoman: 
a. Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang dalam 

Menyuaun Renja PD 
b. Penyusunan Kebijakan Umim Anggaran dan 

Prioritas Plafon Anggaran Scmentara sena 
Ranc.ang.an APBD Tahun 2024 

c. Penyusunan Rancangan APBD. 

Paws 
Ill Dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Tahun 

2024, maka: 
a. Pemcrintah Daerah menggunakan APBD Tahun 

2024 sebagai bahan Pembahaaa.n Kebijakan Umum 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah serta 
Priontas Plafon Anggaran Sementara dengan DPRD 
Kabupaten Pinrang; dan 

b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 
2024 dalaln rangka melakukan pcmbahasan 
Rencana Kerja dan Anggaran Masing-mas.ing 
Perangkat Daerah dengan DPRD Kabupaten 
Pinrang. 

(2) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran {Pendapatan 
dan Belanja Daerah aerta Rancangan Prioritas den 
Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), disampaikan Bupati kepada DPRD 
untuk dibahas sebagai \andasan Penyusunan 
Rancangan APBD. 

BABIV 
KELEMBAGAAN 

Pasa.16 
(l) Pcrangkat Daerah membuat Laporan Kinerja Triwulan 

dan Tahunan ataa Pelaksa.naan Rencana Kerja dan 
Anggaran yang beriai uraian tentang keluaran 
Kegiatan dan indicator Konerja masing-masing 
program. 

(2) Laporan eebagaimana dimakaud pada ayat (I), 
disampaikan kepada Kepala Sadan, lnapektur 
Kabupaten Pinrang, Kepala Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Pinrang dan Kepala Bagian Administrasi 
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang 

(3) Laporan Kinerja menjadi maaukan dan bahan 
pertimbangan bagi Analiai dan Evaluaai Uaulan 
Anggaran Tahun berikutnya yang diejukan oleh 4 Perangkat Daerah. 

\ 



BABV 
KETENTIJAN PENUTUP 

Pua! 7 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengctahuinya, mcmerintahkan 
pcngundangan Pera tu ran Bupati ini dengan 
pencmpatannya dalarn Berita Daerah. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal 1 jULI acn1 
BUPATI PINR..<NG 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

a;u!,i\y,A 
BERi A DAERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2023 NOMOR �7,..uUM clr 
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